Media Cetak | Harian Fajar

Tanggal | Selasa 14 Januari 2025

Wilayah | Kota Makassar

Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan /| P
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Pendapatan dari PKB Diproyeksi Rp350 miliar

Pendapatan dari PKB

D|proyek5| Rp350

REPORTER MUHLIS MAJID
EDITOR NURLINA ARSYAD

MAKASSAR, FAJAR —
Pemerintah Kota (Pemkot)
makassar memproyeksikan

pendapatan dari pajak
kendaraan bermotor
untuk Kota Makassar
tahun 2025 berkisar
Rp350 miliar. Mulai
Januari ini, pemerintah
daerah tak perlu lagi
menunggu transfer dari
pemprov untuk menerima
pendapatan dari Pajak
Kendaraan Bermotor
(PKB).

KebijakaninidiaturdalamUndang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Peme-
rintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(HKPD). Melalui aturan ini, pajak
kendaraan yang sebelumnya masuk
ke kas provinsi kini langsung ditrans-
fer ke rekening pemerintah daerah
melalui Bank Sulselbar.

"Jadi tidak lagi masuk ke Provin-
si Sulsel sebagai DBH (Dana Bagi
Hasil)," ujar Kepala Badan Penda-
patan (Bapenda) Kota Makassar,
Firman Hamid Pagarra, Senin, 13
Januari 2025.

Dia menjelaskan kebijakan terse-

but mulai berlaku 5 Januari 2025.
"Dengan undang-undang baru ini,

NURHADI/FAJAR
POTENSI. Kendaraan yang melintas di Jalan AP Pettarani
Makassar, beberapa waktu lalu. Mulai 5 Januari 2025, pajak
kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan dikelola
langsung oleh pemerintah daerah.
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miliar

pajak kendaraan bermotor dan bea
balik nama kendaraan dikelola lang-
sung oleh pemerintah kabupaten
kota. Danayangsebelumnya menjadi
bagian Dana BagiHasil (DBH) provinsi
sekarang masuk ke kas daerah," kata
Firman.

Ia menambahkan, pembayar-
an pajak tetap dilakukan melalui
Samsat, gerai layanan, atau aplikasi
online (daring) yang tersedia. Firman
menyebutkan, potensi pendapatan
dari pajak kendaraan bermotor untuk
Kota Makassar tahun 2025 diproyek-
sikan mencapai Rp350 miliar.

Jikatargetinitercapai, Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Makassar dapat
menyentuh angka Rp2 triliun di akhir
tahun 2025.

“PAD dari pajak dan retribu-
si daerah pada tahun 2024 sudah
mencapai Rp1,305 triliun. Dengan
tambahan potensi pajak kendaraan
bermotor sekitar Rp300-Rp400
miliar, insyaallah target Rp2 triliun
dapat terealisasi pada akhir 2025,”
ungkapnya optimistis.

Wali Kota Makassar, Mohammad
Ramdhan Pomanto jugamendukung
optimisme ini. Menurutnya, aturan
baru yang memungkinkan penge-
lolaan DBH langsung oleh pemkot
menjadi kunci penting pencapaian
target.

"Kami yakin dengan aturan baru
ini, PAD Makassar dapat mencapai
Rp2 triliun lebih awal dari yang diren-
canakan dalam RPIMD 2022-2026,"
tegas Danny. (*)
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